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Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kontroversi yang masih terjadi seputar
persetujuan Hakim dalam pencatatan perkawinan antar individu yang
berbeda agama, padahal banyak agama dan perundangan yang melarang
perkawinan beda agama. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam kemutusannya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam hukum
perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan.
Pendekatan ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai alat
analisis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif
terhadap permasalahan yang ada. Temuan penelitian ini menyoroti
pentingnya peran hakim dalam menentukan keabsahan pernikahan beda
agama. Putusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dikabulkan,
sedangkan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla ditolak. Penafsiran
hakim terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memegang peranan
penting dalam keabsahan perkawinan beda agama, meskipun terdapat
perbedaan cukup signifikan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, putusan, Pendapat hakim

Abstract

This research explores the controversy that still occurs surrounding the
Judge's approval in registering marriages between individuals of different
religions, even though many religions and laws prohibit interfaith
marriages. This research seeks to analyze the factors that are taken into
consideration by judges in their decisions, in accordance with relevant
laws and regulations in marriage law and the KHI (Compilation of Islamic
Law). The research method used is qualitative, especially library research.
This approach uses a normative legal approach as an analytical tool which
aims to provide a comprehensive understanding of existing problems. The
findings of this research highlight the important role of judges in
determining the validity of interfaith marriages. Decision Number
508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL was granted, while Decision Number
71/Pdt.P/2017 /PN Bla was rejected. The judge's interpretation of Article
2 paragraph (1) of the Marriage Law plays an important role in the validity
of interfaith marriages, even though there are quite significant differences
with the Compilation of Islamic Law.
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Pendahuluan

Perkawinan dianggap sebagai salah satu pedoman yang ditetapkan
oleh Allah bagi manusia, karena setiap individu memiliki kecenderungan
seksual yang melekat satu sama lain. Kecenderungan yang biasa disebut
dengan “Hukum seks” oleh Quraish Shihab ini, secara universal terdapat
pada seluruh umat manusia (Koschorke, 2019; Porter, 2022). Oleh karena
itu, Islam berfungsi memberikan kerangka untuk mengatur dan
mendorong perilaku seksual yang pantas. Pengertian kawin menjadi
pertimbangan mendasar bagi penganut Islam, karena berfungsi sebagai
sarana pemuasan kebutuhan seksual seseorang, kadang disebut dengan
perkawinan. Menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, istilah
“perkawinan” dapat dipahami sebagai suatu bentuk persatuan,
perjanjian, atau persetubuhan (Dross-Gehring, 2020). Selain itu,
beberapa tafsir juga mengaitkannya dengan pergaulan bebas.

Sebaliknya, konsep keberagaman dikaitkan dengan ciptaan Tuhan,
yang berfungsi sebagai elemen penting bagi keberadaan manusia.
Gagasan ini menjadi jelas ketika mempertimbangkan manifestasi fisik
dari keberagaman, terutama di negara-negara yang memiliki latar
belakang budaya yang beragam (Farid, 2022), seperti negara kita sendiri,
Indonesia. Dalam konteks interaksi sosial, individu-individu dari berbagai
latar belakang terlibat satu sama lain, sehingga menumbuhkan rasa
saling memperhatikan (Harrington, 2019). Misalnya, tidak jarang seorang
pria Muslim menaruh rasa sayang kepada wanita non-Muslim, dan
sebaliknya. Namun, perlu dicatat bahwa banyak hubungan romantis yang
gagal mencapai puncaknya dalam pernikahan. Namun, sekelompok
individu berhasil memperoleh pengakuan hukum atas kemitraan mereka.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, telah
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Pada tahun 1974, dalam kaitannya dengan lembaga perkawinan, tidak
ada batasan maupun fasilitasi perkawinan antaragama (Fitrawati, 2021).
Sebaliknya, ada kewajiban hukum tunggal dalam perkawinan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1. Sahnya perkawinan bergantung
pada kepatuhan terhadap kerangka hukum agama dan kepercayaan
masing-masing (Suprianto, 2022). Menurut Hilman Hadikusuma, konsep
“‘hukum masing-masing agama” mengandung makna bahwa apabila
suatu perkawinan mula-mula dilakukan berdasarkan prinsip Islam,
kemudian dilakukan berdasarkan agama yang berbeda, maka perkawinan
tersebut dianggap tidak sah, begitu pula sebaliknya (Rabinovich, 2023).
Pemahaman tersebut dapat diambil dari isi pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada ditaatinya
peraturan agama. Ketiadaan ketentuan hukum di Indonesia
mengakibatkan tidak diakuinya perkawinan yang dilakukan di luar
aturan agama dan keyakinan yang diakui.

Penerapan undang-undang tersebut terbukti menyulitkan,
sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan keraguan hukum (Krausen,
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2020). Ketidakpastian ini memunculkan pertanyaan apakah para
pembuat undang-undang perkawinan gagal mengantisipasi
permasalahan tersebut. Para pembuat undang-undang seharusnya
mempertimbangkan keberagaman Indonesia, karena pernikahan beda
agama telah dan akan terus menjadi hal yang lazim (Owoahene-
Acheampong, 2020; Yoshizawa, 2020), sehingga menyebabkan interaksi
antar komunitas agama yang berbeda. Interaksi ini sering kali
menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Pengaturan perkawinan beda agama terutama diatur dalam Inpress
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi
Hukum Islam memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai
perkawinan beda agama, khususnya terkait perkawinan yang melibatkan
perempuan Ahl al-Kitab (Shetty, 2023). Pasal 40 huruf c secara tegas
melarang perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
dalam keadaan tertentu, yaitu bila perempuan tersebut bukan beragama
Islam. Selain itu, Pasal 44 menyatakan bahwa perempuan Islam tidak
boleh menikah dengan laki-laki non-Islam (Evers, 2019). Argumentasi-
argumentasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Islam, sama
seperti agama-agama lain, melarang pernikahan beda agama,
sebagaimana tercantum secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan disebutkan bahwa persyaratan pencatatan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku juga terhadap
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Sion, 2023). Pernyataan
pasal tersebut mencakup berbagai perkawinan yang telah ditetapkan
secara sah oleh Mahkamah, termasuk perkawinan beda agama (Parolin,
2018). Perkembangan ini memberikan jalan bagi pasangan beda agama
untuk meresmikan ikatan perkawinan mereka melalui jalur hukum.
Pernikahan beda agama tunduk pada kebijaksanaan hakim, yang
memiliki wewenang untuk menolak atau mengizinkan perkawinan
tersebut (Nasir, 2020). Misalnya kasus Mario Herdiyan Saputro (Katolik)
dan Dina Damayanti (Islam) yang menjadi contoh fenomena ini. Penulis
menunjukkan minat yang kuat untuk mengkaji faktor-faktor yang
menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnya perkawinan
beda agama menurut hukum agama masing-masing (Shoaf, 2022). Selain
itu, penulis mengeksplorasi potensi bantuan hukum yang tersedia bagi
keluarga atau individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama jika
permohonan mereka ditolak.

Apalagi sejumlah akademisi telah melakukan kajian terhadap
fenomena tersebut, di antaranya Muhammad Fahmi Akmal yang secara
khusus mengkaji landasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan hakim dalam perkara No.191/pdt/P/PN.Yk.
Permohonan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Meski demikian, pemohon mengajukan
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kasasi ke Mahkamah Agung sehingga putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta dibatalkan. Mahkamah Agung mengabulkan permintaan
tersebut dengan mempertimbangkan permasalahan hukum yang
berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kajiannya
tentang Analisis Yuridis Permohonan Penentuan Perkawinan Beda Agama
(Studi Kasus No. 14/pdt/P/2008/PN/Ska. dan No. 1/Pdt/P/2009/
PN/Ska), Fanny Fadlina membahas tentang aspek prosedur pengajuan
dan pemeriksaan permohonan perkawinan beda agama. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan perkara tersebut,
karena penolakan terhadap permohonan berpotensi menimbulkan
manifestasi perbuatan asusila. Kontroversi perkawinan beda agama di
Indonesia bermula dari tidak adanya ketentuan khusus dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur
perkawinan beda agama. Wahyuni (2014) mengupas permasalahan
tersebut dalam artikelnya yang berjudul "Kontroversi Seputar Pernikahan
Lintas Agama di Indonesia." Ada dua perspektif hukum berbeda yang
terlihat jelas: larangan dan persetujuan. Perbedaan pemahaman terhadap
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan mengakibatkan
keadaan demikian.

Dalam penelitian kali ini, topik perkawinan beda agama dianalisis
secara komparatif terhadap dua penetapan hukum, yaitu Penetapan
Nomor 46/pdt/P/2016/PN/Ska dan Penetapan Nomor 71/pdt/P/2017/
PN/Bla. Penelitian ini, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, berupaya
untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam
mengambil keputusan dalam perkara hukum (Rosidah, 2023).
Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan pendekatan Maqashid al-syariah.

Metode

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan analisis
secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkawinan beda agama (Zin, 2019). Penulis
menekankan pentingnya menggabungkan wawasan dari lembaga yang
bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang untuk
memperoleh pemahaman holistik tentang topik tersebut (Shaery-Yazdi,
2020). Pendekatan ini memungkinkan adanya kajian komprehensif tidak
hanya terhadap penentuan dan analisis perkawinan beda agama, namun
juga peraturan terkait serta perspektif hukum positif seputar
permasalahan ini.

Fokus penulis terletak pada pemeriksaan hasil perkawinan beda
agama, suatu hal yang sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari
otoritas yang berwenang. Selain itu, negara juga berperan penting dalam
mengakomodasi keragaman hukum, sehingga menciptakan ruang bagi
perkawinan semacam itu (Sarifudin, 2019). Penulis bermaksud untuk
menyelidiki topik ini melalui metodologi penelitian kualitatif, yaitu dengan
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melakukan penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan
hukum normatif dalam menanggapi pertanyaan peneliti.

Di satu sisi, penting bagi penulis untuk mendeskripsikan dan
menganalisis secara menyeluruh aspek-aspek khusus dari penelitian ini,
sehingga dapat memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai
meningkatnya prevalensi pernikahan beda agama di Indonesia. Wacana
ini bertujuan untuk terlibat dalam diskusi tentang topik yang diberikan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut sudut pandang agama, perkawinan beda agama di
Indonesia menjadi topik yang menarik dari sudut pandang perbedaan
agama. Masing-masing agama mempunyai pandangan tersendiri
mengenai hal ini, yang bersumber pada aturan-aturan yang dituangkan
dalam kitab sucinya masing-masing.
Pernikahan beda agama dalam konteks Islam

Perkawinan dalam Islam telah ditetapkan dan diatur secara formal
melalui Kompilasi Hukum Islam, suatu kompilasi hukum Islam.
Kompilasi ini didukung oleh para ulama dan selanjutnya dilaksanakan
melalui Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991. Dalam dunia Islam, terdapat
beragam pandangan mengenai perkawinan beda agama, ada yang
memperbolehkan perkawinan beda agama, ada pula yang melarangnya
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam
(Santoso et al., 2023; Sona, 2018). Secara khusus, perkawinan beda
agama diatur dalam Pasal 40 huruf c yang berkaitan dengan larangan
melangsungkan perkawinan, serta Pasal 44 yang secara khusus melarang
perkawinan dengan laki-laki non-Muslim. Larangan menikah dengan pria
non-Muslim juga didukung oleh ayat Al-Quran surat al-Bagarah ayat 221.
Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa
khususnya fatwa nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 yang menguatkan
larangan pernikahan beda agama. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) melarang segala bentuk perkawinan antara umat Islam
dan non-Muslim (Al Amin et al., 2023; Jauhari, 2020), termasuk
perkawinan seorang laki-laki Islam dengan seorang perempuan ulama,
karena perkawinan tersebut haram.
Pernikahan beda agama dalam konteks agama Kristen

Pernikahan dalam tradisi Protestan mencakup lebih dari sekedar
dinamika antarpribadi antara individu yang berbeda jenis kelamin. Hal ini
mencakup dimensi-dimensi tambahan yang signifikan, seperti aspek
kesucian dan terbentuknya persekutuan suci antara individu dengan
Yang Ilahi (Halim, 2021), sehingga menghasilkan terbentuknya suatu
lembaga yang sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan
keutamaan-keutamaan yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. (15 kata) Al-
kitab menjelaskan bahwa pernikahan adalah amanat ilahi yang memiliki
esensi sakramental, yang berakar pada kedaulatan Tuhan atas alam
semesta (Kurttekin, 2020). Oleh karena itu, Gereja memikul tanggung
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jawab untuk memperkuat dan menguduskan institusi perkawinan, bukan
dengan maksud untuk melegitimasinya, namun semata-mata untuk
memperkuat kesakralannya.

Gereja berperan dalam melimpahkan berkat dan memberikan
dukungan terhadap pernikahan yang sudah mapan. Konsekuensinya,
Gereja tunduk pada keputusan yang diambil majelis hakim dalam perkara
perkawinan beda agama (Voolen, 2020). Setelah penetapan dilakukan,
Gereja melanjutkan dengan melakukan pemberkatan dan pengesahan
status perkawinan pasangan yang telah mendapat persetujuan
pengadilan dan perkawinannya dicatat secara resmi di kantor Catatan
Sipil.

Pernikahan beda agama dalam perspektif Gereja Katolik

Perspektif Katolik berpendapat bahwa pernikahan beda agama
antara seorang Katolik dan non-Katolik dianggap sebagai persatuan yang
tidak menguntungkan, karena dipandang sebagai lembaga sakramental
dalam doktrin Katolik (Sonkar, 2022). Perkawinan beda agama dapat
diizinkan setelah mendapat dispensasi dari keuskupan atau pentahbisan
territorial (Mehta, 2020), sebagaimana dituangkan dalam hukum kanon
Katolik 1124. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik
secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama yang melibatkan
umat Katolik dan non-Katolik, kecuali jika terdapat keadaan tertentu dan
diberikan dispensasi oleh keuskupan (Verma, 2018). Terlepas dari
preferensi pribadi, keabsahan pernikahan yang melibatkan orang non-
Katolik ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk peraturan yang
ditetapkan oleh masing-masing negara bagian dan persetujuan yang
diberikan oleh keuskupan terkait.

Dalam konteks doktrin Katolik, istilah “perkawinan beda agama”
kadang-kadang disebut sebagai “perkawinan campuran”. Terminologi ini
digunakan untuk menunjukkan persatuan antara individu-individu yang
berbeda latar belakang agama (Sian, 2021), dan disertai dengan alasan
yang menjelaskan. Istilah "disparitas kultus", sebagaimana dijelaskan
dalam Kanon 1129, mengacu pada pernikahan antara individu yang telah
dibaptis dan mereka yang belum, terlepas dari afiliasi agama mereka atau
kekurangannya (Prokhorov, 2020). Individu yang belum menjalani
sakramen baptisan memberikan tantangan bagi umat Katolik yang ingin
menikah dengan mereka, kecuali pihak yang bersangkutan memperoleh
dispensasi dari uskup.

Perkawinan campuran mengacu pada persatuan antara dua
individu, keduanya telah dibaptis, atau salah satu dari mereka telah
dibaptis sebagai Katolik, sementara yang lain belum secara resmi
meninggalkan agama Katolik dan telah terdaftar di gereja lain (Crespin-
Boucaud, 2020). Perkawinan jenis ini biasa disebut dengan Miixtaa Religio
atau perkawinan yang melibatkan individu-individu yang terafiliasi
dengan denominasi agama yang berbeda (Kaur-Colbert, 2022). Oleh
karena itu, disarankan bagi seorang Katolik yang hendak menikah dengan
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orang yang berbeda agama untuk meminta izin dari pendeta, uskup, atau
pendeta gereja. Namun, perlu dicatat bahwa persetujuan cepat dari
keuskupan tidak dapat diberikan, karena ada persyaratan khusus yang
harus dipenuhi.

Pernikahan beda agama sesuai ajaran Buddha

Pernikahan beda agama yang melibatkan umat Buddha dan non-
Buddha diperbolehkan secara hukum, dengan syarat wupacara
pernikahannya menganut tata cara pernikahan yang beragama Buddha
(Glazer-Eytan, 2020). Penting untuk dicatat bahwa pengantin non-
Buddha tidak dapat dipaksa untuk berpindah agama ke agama Buddha.
Namun, wajib bagi semua calon pengantin yang ingin menikah menurut
tata cara Budha, wajib mencantumkan kalimat “atas nama Buddha,
Dharma, dan Sangha” sebagaimana ditetapkan oleh Sangha Agung
Indonesia.

Menurut Biksu Prajnavira Mahasthavira, pernikahan, serupa
dengan ajaran Buddha global, dianggap sebagai perwujudan dharma
(Lifshitz, 2019). Oleh karena itu, aspek kunci dari pernikahan terletak
pada kepatuhan mereka terhadap aturan yang relevan. Selain itu,
perkawinan beda agama diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan
dengan norma dan prinsip moral yang telah ditetapkan.

Pernikahan beda agama dari perspektif Konfusianisme

Dalam konteks Konfusianisme, pernikahan beda agama tidak
tunduk pada batasan yang jelas, namun peraturan tertentu memang
memberikan batasan. Misalnya, persatuan antara individu yang memiliki
hubungan darah atau memiliki ikatan kekeluargaan yang dekat pada
umumnya tidak dianjurkan (Bhatoo, 2018). Lembaga perkawinan
hendaknya didasarkan pada perpaduan kasih sayang dan penanaman
prinsip-prinsip etika yang positif, sehingga diperlukan landasan yang
berakar pada cinta, bukan berorientasi pada tujuan-tujuan negatif, dan
sesuai dengan prinsip kejujuran. Upacara pernikahan dalam tradisi
Konfusianisme memerlukan adaptasi terhadap nilai-nilai moral yang
berlaku saat ini, karena upacara tersebut merupakan landasan
fundamental peradaban.

Pernikahan beda agama, atau persatuan antara individu yang
berbeda afiliasi agama, tidak diakui atau diakui secara luas dalam
konteks Konfusianisme. Kebutuhan penting dalam perkawinan adalah
bahwa perkawinan dilakukan antara individu-individu yang berasal dari
garis keturunan atau klan yang berbeda (Dzutsev, 2020), dan bukan
antara mereka yang memiliki ikatan keluarga dekat atau keturunan yang
sama. Oleh karena itu, tujuan perkawinan, yang mencakup perpaduan
kasih sayang dan penyebaran kebajikan, dapat tercapai. Selain itu,
pernikahan harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditentukan dalam
ajaran Konfusianisme.

Kerangka hukum seputar pernikahan beda agama di Indonesia
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Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai kumpulan hukum Islam
yang terkodifikasi, termasuk peraturan yang berkaitan dengan
pernikahan bagi umat Islam. Khususnya, perkawinan beda agama
dibahas dalam bagian larangan perkawinan, yang secara khusus
diuraikan dalam Pasal 40 (c). Pasal khusus ini secara tegas melarang
perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim (Yusuf,
2020). Larangan hubungan antara perempuan non-Muslim dan laki-laki
Muslim, serta antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim,
merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Agama sebagai suatu
lembaga mempunyai kewenangan untuk menentukan sahnya suatu
perkawinan. Sebaliknya Undang-undang hanya mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan legalitas administratif yang diatur oleh negara. Sebab,
pernikahan bukan sekedar aspek formal semata, namun juga dinilai dari
sisi spiritual dan social (Jawad, 2020). Pernikahan tidak semata-mata
dipandang sebagai institusi formal, namun juga dimaknai melalui
kacamata dimensi sosial dan spiritual. Selain itu, agama juga menjadi
landasan bagi hubungan antarpribadi dalam berbagai kelompok
sehubungan dengan kepercayaan terhadap Yang Maha Esa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terlihat bahwa
Mahkamah menganggap agama sebagai faktor penentu keabsahan
perkawinan. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang hendak
melangsungkan perkawinan wajib menaati hukum agama dari agamanya
masing-masing. Hal ini disebabkan karena negara kita bukanlah negara
sekuler dan bukan pula negara agama (Nolte, 2020). Namun perlu dicatat
bahwa sistem hukum yang berlaku sangat menekankan nilai-nilai sosial,
agama, dan budaya. Namun demikian, peraturan perundang-undangan
mengenai administrasi kependudukan, yang tampaknya mengatur
tentang perkawinan beda agama, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri
untuk diadili dan selanjutnya dicatat di kantor Catatan Sipil,
sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas. Berdasarkan Undang-
Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006, khususnya Undang-
undang nomor 23 tahun itu, terdapat 35 ketentuan yang diuraikan.
Subjek penyelidikannya terkait kasus hukum  tentang penetapan
perkawinan beda agama (No. 508 /Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)

Dokumen ini terdiri dari berbagai pembahasan yang menjelaskan
ketentuan hukum perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pernikahan pun dilangsungkan antara
Jaka Nugraha, laki-laki penganut agama Islam, dan Devina Renata
Sianipar, perempuan penganut agama kristen. Akad nikah resmi
dilangsungkan pada Selasa, 31 Mei 2022. Otoritas Catatan Sipil setempat
menolak pernikahan tersebut. Penyebab perbedaan agama di antara
pasangan tersebut adalah karena sang suami menganut agama Islam,
namun sang pengantin wanita menganut agama kristen. Oleh karena itu,
kedua individu tersebut kemudian mengajukan permohonan resmi

8 Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan (3) I, 2024



Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?

penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasangan tersebut mendapat persetujuan orang tua, dibuktikan dengan
surat persetujuan yang diberikan oleh orang tua masing-masing.
Pernikahan beda agama memerlukan penyerahan dokumentasi
tambahan, yang berfungsi sebagai prasyarat untuk prosesnya.

Pasangan ini melangsungkan pernikahan sesuai adat Kristen di
Gereja Kristen Nusantara pada hari selasa, 31 Mei 2022. Berdasarkan
keterangan para saksi, akad nikah dilangsungkan di hadapan seorang
pendeta dan disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua baik pihak
perempuan maupun laki-laki. Meskipun keyakinan agama mereka
berbeda, kedua individu mencapai keputusan bersama untuk menikah.
Persatuan pasangan tersebut selanjutnya diakui dan disetujui oleh Hakim
Arlandi Triyogo, SH., MH. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor
dalam mengambil keputusan atas pernikahan Jaka Nugraha dan Devina
Renata Sianipar, yaitu sebagai berikut:

“a) Hakim dalam mempertimbangkan keabsahan suatu perkawinan
itu dikembalikan kepada hukum masing-masing agamanya oleh
karena itu petitum pertama mengenai menyatakan sah perkawinan
mereka tidak dikabulkan; b) Terbuktinya perkawinan para
Pemohon meskipun berbeda agama tetap melaksanakan
perkawinan dengan menggunakan tata cara kepercayaan agama
Kristen; ¢) Para pemohon yang telah melakukan Perkawinan beda
agama tersebut berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”; d) Penentuan pencatatan perkawinan yang melebihi 30
hari terhitung dari dilangsungkannya perkawinan tersebut
merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (2) keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 131 Tahun 1997, menyebutkan bahwa
pelaporan/ pencatatan harus mendapat izin / penetapan dari
Pengadilan Negeri; e) Bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang
no.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal ini
menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan
setelah adanya penetapan pengadilan; f) Bahwa pencatatan
perkawinan itu dilakukan demi kepastian hukum akan status
perkawinan para Pemohon”.

Kehadiran perkumpulan antar agama merupakan suatu hal yang

tidak bisa dihindari, dan wajar jika pasangan yang berbeda latar belakang
agama mengembangkan perasaan cinta satu sama lain (Ofosu, 2019).
Pertimbangan Hakim tidak memasukkan Undang-Undang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam dalam penetapannya. Hakim menganggap
perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia (Diamant, 2023),
padahal perkawinan tersebut melibatkan seorang perempuan muslim
yang harusnya tunduk pada hukum agama sebagaimana diatur dalam
pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
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Menilik kejadian tersebut di atas, maka perlu kita ketahui bahwa
telah terjadi perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Blora,
berdasarkan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
No.71/Pdt.P/2017/PN Bla, pada tanggal 18 April 2017. Permohonan
diajukan oleh dua orang, yakni Neneng Oktara Budi Asri Binti Bambang
Marjono (meninggal) yang mengaku beragama Islam, dan Yafet Arianto
Bin Markus Wartono (meninggal) yang diketahui beragama Kristen. Hakim
menolak permohonan tersebut dengan alasan:

“a)Menurut Pasal 1 Undang-undang tentang perkawinan,
perkawinan diartikan sebagai persatuan antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan, yang didalamnya terjalinlah suatu
keluarga atau rumah tangga yang rukun sebagai suami istri;
b)Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan tergantung
pada ditaatinya syarat-syarat hukum dan adat istiadat. keyakinan
masing-masing agama masing-masing; c¢) Menurut ajaran Islam,
disebutkan dalam surat Al-Bagarah: 221 bahwa seorang wanita
muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim.
Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 44 juga
disebutkan bahwa perempuan Islam dilarang melangsungkan
perkawinan dengan laki-laki non Islam. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dilarang dalam ajaran
Islam; d) Menurut kesaksian Yanto Pandiangan, pendeta di Gereja
GBI Arumdalu Kabupaten Blora, disebutkan bahwa ajaran agama
Kristen juga melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu,
Gereja GBI Arumdalu memperbolehkan pernikahan kedua individu
dimaksud apabila Neneng Oktora Budi Asri, salah satu pelamar,
masuk agama Kristen; e) Melihat kesaksian para pemohon di
pengadilan, ditegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan
agama masing-masing baik sebelum maupun setelah menikah.
Pemohon bernama Neneng Oktora Budi Asri mengaku beragama
Islam, sedangkan pemohon bernama Yafet Arianto menyatakan
beragama Kristen; f) Mengingat fakta bahwa para kandidat telah
menunjukkan niatnya untuk menganut keyakinan agama masing-
masing, hal ini penting untuk diperhatikan. Pemohon bernama
Neneng Oktora Budi Asri mengaku beragama Islam, sedangkan
pemohon bernama Yafet Arianto menyatakan beragama Kristen.
Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang
karena adanya batasan agama baik dalam hukum Islam maupun
Kristen. Akibatnya, permohonan para pemohon untuk
melangsungkan perkawinan beda agama tidak dapat dipenuhi”.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, Hakim memberikan
beberapa referensi dalam penilaian perkawinan beda agama, antara lain
mengutip Surat Al-Bagarah [2] 221 dari al-Qur’an hingga Kompilasi
Hukum Islam (Grijns & Horii, 2018). Oleh karena itu, Hakim menolak
permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh Neneng Oktara
Budi Asri Binti Bambang Marjono (almarhum), seorang pemeluk Islam,

dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (almarhum), beragama Kristen.
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Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Pernikahan Beda Agama

Meski Mahkamah sudah mengeluarkan putusan atas permohonan
pemohon, namun ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan
tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut mempunyai pilihan untuk
melakukan upaya hukum jika mereka merasa dirugikan (Perales, 2018)
(Arthur, 2018), karena negara kita beroperasi berdasarkan supremasi
hukum. Hal ini juga tunduk pada penyesuaian peraturan perundang-
undangan, khususnya Undang-undang. Sesuai dengan ketentuan hukum
tersebut, terdapat beberapa potensi upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh pihak-pihak yang terlibat.

Konsep pernikahan sebagai tindakan pencegahan. Sesuai dengan
Pasal 13 UU Perkawinan, prosedur untuk mencegah perkawinan beda
agama dapat dimulai jika individu terkena dampak buruk dari
perkawinan tersebut (Courtemanche, 2019). Ketentuan ini mengatur
bahwa perkawinan dapat dihindari jika pemohon tidak memenuhi
persyaratan tertentu, terutama jika mereka berasal dari keluarga dengan
struktur hierarki yang ketat.

Fenomena penolakan pengajuan selama proses lamaran sedang
berlangsung. Upaya dalam bidang hukum dapat dilakukan untuk
mengetahui kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan pihak
lawan. Landasan upaya hukum ini bermula dari analogi pasal 195 ayat
(6) HIR yang berbunyi, apabila suatu putusan ditolak oleh pihak lain
karena adanya tuntutan kepemilikan atas barang sitaan, maka dapat
timbul perselisihan dan digugat di Pengadilan Negeri. Menurut pasal
tersebut, individu yang tidak puas dengan keputusan yang diambil
pemohon mempunyai pilihan untuk melakukan upaya hukum yang
dikenal sebagai perlawanan derdenverzet, atau perlawanan pihak ketiga
(Chandra-Mouli, 2019). Bentuk perlawanan tersebut dapat berupa
perlawanan atau gugatan sukarela, dengan tujuan mengupayakan
ditolaknya permohonan pemohon.

Pengajuan Gugatan Perdata. Dalam hal Pengadilan telah
menyetujui isi permohonan dan ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan,
maka dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata biasa (Raifman,
2018). Dalam skenario ini, pihak yang dirugikan mengambil peran sebagai
penggugat, sedangkan pemohon dicopot dari posisi tergugat. Dasar
gugatan Dberkisar pada hubungan hukum berkenaan dengan
permasalahan yang diangkat dalam permohonan

Pengajuan Proses Kasasi. Pilihan untuk menempuh upaya hukum
kasasi muncul apabila gugatan terhadap suatu permohonan tidak
berhasil dalam putusan pengadilan awal (Chung, 2018). Dasar kasasi
dituangkan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa kasasi dapat
dilakukan setelah ada upaya banding, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang
no. 5 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa kasasi dapat dimintakan
setelah melalui upaya banding, meskipun terdapat ketentuan lain sesuai
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undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang
menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diajukan banding, maka
proses peradilan langsung dilanjutkan ke tahap kasasi.

Penutup

Apabila menelaah perkara penetapan perkawinan beda agama
Nomor No. 508/Pdt.P/2022 /PN JKT.SEL, terlihat jelas bahwa dalil yang
dikemukakan menunjukkan bias terhadap sudut pandang hakim,
sehingga tidak mengakui berbagai aspek yang berkaitan dengan
perkawinan beda agama. Kewenangan memutus perkawinan beda agama
di lingkungan Pengadilan Negeri berada pada Hakim, sebagaimana diatur
dalam Pasal 35a Undang-undang administrasi kependudukan. Tujuan
hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek utama, yaitu jaminan,
keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim wajib memenuhi ketiga tujuan
peraturan perundang-undangan, khususnya percepatan penerapan
hukum kepada penerima yang dituju. Lebih lanjut mengatakan,
peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada saat ini,
yaitu Undang-Undang, tidak memuat ketentuan mengenai perkawinan
beda agama. Meskipun pengaturan langsung mengenai perkawinan tidak
disebutkan secara tegas dalam undang-undang, namun pengembalian
keabsahan perkawinan pada agama tertentu dituangkan dalam Pasal 2
ayat 1 undang-undang perkawinan.

Lebih lanjut, dalam putusannya, Hakim disarankan untuk
menjelaskan pertimbangannya mengabulkan permohonannya untuk
mencatatkan perkawinan para pemohon demi memberikan kepastian
hukum tentang status perkawinan dari para Pemohon. Namun demikian,
dalam kasus ketika sebuah keluarga menentang pernikahan beda agama
yang melibatkan salah satu anggotanya, terdapat berbagai kemungkinan
tindakan sesuai dengan batasan hokum juga dapat disarankan. Upaya
hukum tersebut mencakup upaya-upaya yang bertujuan untuk
menghalangi perkawinan tersebut, serta strategi-strategi alternatif yang
dapat diusulkan.
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